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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat

menyelesaikan “Laporan Aktualisasi”, dengan baik dan tanpa hambatan.

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS tidak lain ditujukan sebagai
salah satu bentuk nyata dari upaya implementasi nilai-nilai Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta
implementasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang akan
dilaksanakan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan
Keahlian DPR RI. Sekaligus sebagai pola baru yang nantinya diharapkan
mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Whole of Government, Manajemen
ASN, serta Pelayanan Publik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, dalam hal ini kepada
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keabhlian
DPR RI beserta jajarannya, Widyaiswara beserta segenap Penyelenggara
Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setien dan BK DPR RI dan semua pihak
yang telah membantu dalam menyelesaikan rancangan ini. Penulis berharap
bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi-pihak yang membutuhkan dan
menjadi bekal penulis dalam melaksanakan amanah mulia sebagai Pegawai

Negeri Sipil.
Jakarta, 8 Oktober 2019

TRISUHARTO CLINTON, S.H.
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BAB |. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi Negara
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan
kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang
pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi
yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan
efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih

tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola
prakondisi tersebut.  Sejumlah keputusan strategis mulai dari
merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam
berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk
memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional,
yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya
sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan
efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut
di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini
pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang
pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter

PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada
ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani
masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan

terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat



dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang
unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta
kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan
yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang
memadukan pembelajdran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan
dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu
menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta
membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan
manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang
profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan
tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang
berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu

bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia.
Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia
kini memasuki era revS)Iusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola
digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain
sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation.
Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing
kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat
yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik
dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembang
potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan
desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter

dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep
Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat
terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan

dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi



jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi
Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS), sebagai salah satu jenis

Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan

karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak

profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial

kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one

government yang didasari nilainilai dasar PNS berdasarkan kedudukan

dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat

sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

. DASAR HUKUM

a.
b.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil



BAB || PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA
Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksnaaan Undang-Undang adalah

sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang
Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian
kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang
Aspiratif dan Akuntabef

MiSI

1

Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR
dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam
menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di
persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel:

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR
dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap
UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan
pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. STRUKTUR ORGANISASI
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ANALIS HUKYM
(ANALLS PEHATEHAN PERENVDBANG-INDANG AN LEGISLATIF)

BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISAS| PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU)
merupakan salah satu unit kerja di Badan Keahlian DPR RI yang
dibentuk berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 7 Tahun 2018.

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 7 Tahun 2018 adalah
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR
Rl di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-
undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang
di Mahkamah Konstitusi. |



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang menyelenggarakan furigsi:

a.

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang;

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan
pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian

keterangan di Mahkamah Konstitusi;

pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan
pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian

undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di

Mahkamah Konstitu’si;

. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-

undang di Mahkamah Konstitusi

pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang;

penyusunan laporan Kkinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang; dan



|. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan

Keahlian.

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Hukum / Analis Peraturan

Perundang-Undangan Legislatif)

TUGAS DAN FUNGSI ANALIS HUKUM / ANALIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF DI PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum /

Analis Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagai pelaksana

memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

a

Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-
Undang (3 buku peraturan pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi X dan
Komisi XI);

Menyusun Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang (Draft Keterangan DPR RI);

Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang
putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara
pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR
RI); ’

Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan
Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Draft daftar inventaris perkara
pengujian UU di MK tahun 2019); dan

Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang- undang

setiap masa persidangan (Dokumen Resume/Info Judicial Review).
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A. IDENTIFIKASI ISU

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas
pokok dalam hal pemberian dukungan keahlian kepada Anggota DPR
Rl guna mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang
DPR RI yaitu dengan dilakukannya penanganan perkara dan
pembuatan Keterangan DPR RI di sidang pengujian undang-undang
Mahkamah Konstitusi, pemantauan pelaksanaan undang-undang, serta
pemantauan peraturan pelaksanaan. Namun dalam pencapaian visi,
misi, dan tujuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
masih berupa beri(as dengan format formal bernarasi panjang
dirasakan perlu inovasi dan terobosan baru untuk
memudahkan Anggota DPR Rl dan Masyarakat memperoleh
informasi dalam Keterangan DPR Rl tersebut.

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan
salah satu unsur pelengkap dalam hukum acara Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Dalam Pasal 54 UU MK tersebut diatur bahwa “Mahkamah
Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan (pengujian undang-undang) yang
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dan/atau Presiden.”



Keterangan,DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berguna
sebagai pelengkap pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam
memutus setiap permohonan uji materiil undang-undang yang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ‘karena di dalamnya termuat
pandangan hukum DPR RI selaku pembuat undang-undang
(legislatif), alasan atau latar belakang norma hukum dalam undang-
undang (politik hukum), dan dilengkapi juga dengan risalah rapat
saat perumusan undang-undang (Memoﬁé van Toelichting).

Kondisi saat ini

Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selama ini
sudah disajikan dalam bentuk dokumen teks narasi formal (format
PDF) dan uraian singkatnya yang dipublikasikan di website Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

(http://puspanlakuu.dpr.go.id), yang tampilannya sebagai berikut:

niak UU Badan Keahizan CPR RI (Ruch Rochmansyah, SM., MH )
Nassonal

GAMBAR 1. TAMPILAN AWAL DATA PRODUK KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DI WEBSITE PUSAT
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
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GAMBAR 3. TAMPILAN SALAH SATU KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DILENGKAPI URAIAN SINGKAT
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KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ROMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJAD! UNDANG-UNDANG

TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 102/PUU-XV/2017
Jakarta, Februari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dangan hormat,

Bardazarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomeor 25/PIMP/III/2015-
zomwmummmza telah menugaskan kepada Anggota Komisi
111 D?Rﬂiya}m H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. {No. Anggowa 227) ;
Trimedya Panjaitan, S\H MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junmdi
Mahasza, SH., MH. {No. Anmn.\-.’i?‘é) DR. Benny Kabur Harman, SH.,
: MH. {No. AWAM mnmwmomaAS%<

Arteria Dahlan srs&mmo.wua.:s‘a DR H M Aszs
Syamsuddin, SH MH. {No. Anggota A.248] ; Ir. SuﬁmDa:mAhmd 8H.,
MH., No. Ammnt\d??] Didik Mulrian wsn MH., fNo.AnmA-#S?}
Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458] ; !‘LABMKMHMMM&_{N@
AnmA—SS};KAbﬂMN}hbwmo.wa-!m]'.H.A:mISnm.
SH., M.S8i. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si (No. Anggota A-15}

; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. fNo.Anqu-S:Q} dalar hal ini baik

ucanbwmu:na sandiri bartindak untuk dan atas
nama Dewan Perwaldlan Ralqwt Republik Indonesia untuk selanjutnys
disebut -—-DPR RL
3
Ay - G it R

GAMBAR 4. KETERANGAN DPR Rl ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945
Penyajian Keterangan DPR Rl dengan tampilan Penyajian
Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut masih
berbentuk teks narasi formal meskipun sudah dipublikasikan secara
digital di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
Teks narasi formal tersebut terdiri atas puluhan halaman dan tebal,
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kondisi demikian jika dipertahankan menyebabkan tidak semua

masyarakat dapat memahami Keterangan DPR Rl tersebut.

Format tampilan demikian dapat lebih menarik apabila disajikan
dalam format yang ringkas dengan tampilan (grafis) yang lebih
menarik. Oleh karena itu, dirasakan perlu diadakan inovasi agar
penerima informasi lebih efektif dan cepat memahami isi atau
substansi dari setiap keterangan DPR RI atas permohonan uiji
materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun
1945. Inovasi dimaksud diharapkan mencerminkan efektivitas

organisasi sebagai salah satu komponen dalam komitmen mutu.

Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan

efektivitas organisasi sebagai berikut:

Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai
apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti

memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.
Gagasan Pemecahan Masalah

Dalam hal ini di;asakan perlu format lain yang mendukung
Keterangan DPR RI atas Uji Materiil Undang-Undang tersebut,
untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menyampaikan
informasi dimaksud kepada pengguna layanan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota DPR Rl dan
masyarakat. Penyajian Infografis Keterangan DPR RI| Atas
Permohonan Uji Materiil UndanQ-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan efektivitas organisasi yakni mempermudah anggota
DPR RI dan masyarakat untuk memahami informasi yang ada di
dalam Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

>
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merupakan produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang.

Lahirnya ide penyajian infografis ini merupakan buah pikir
kreatif yang sejalan dengan teori tahapan proses berpikir kreatif
yang mana sejalan dengan teori Andrew Dubrin yang menjelaskan
bahwa tahapan proses berpikir kreatif itu terdiri atas lima tahapan,

antara lain:’

SHELL: STEP 2:

Opportusity os Immersion SES

Problems incubation
Recognition

(Collect Information)
d

STEP S:

Verification and
Application

STEP 4:
Insight

BAGAN 2. LANGKAH PROSES BERPIKIR KREATIF

?

1. Adanya peluang baru atau masalah yang perlu segera

dipecahkan;

Dalam konteks aktualisasi ini, muncul peluang baru
untuk menyampaikan informasi yang ada dalam
Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 secara ringkas, padat, dan menarik agar
penerima informasi (anggota DPR RI dan masyarakat)
dapat dengan mudah mencerna informasi tersebut dari

tampilan infografis.

>

! Dubrin, Andrew J. (2010: 322), Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan IIl, Lembaga
Administrasi Negara RI, halaman 92-93.
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2. Immersion, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan untuk
merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk
menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka memecahkan

masalah ataupun mengisi peluang baru;

Bahwa penyusunan infografis ini memerlukan
keterangan DPR RI sebagai informasi awalnya, yang
kemudian diringkas secara padat dan menarik agar
peluang penyampaian informasi yang cepat kepada

penerima informasi dapat terwujud.

3. Incubation, yaitu menjaga informasi yang dikumpulkan dalam
memori bawah sadarnya dengan kuat, setelah informasi yang
diperoleh memadai kemudian disusun ke dalam pola baru

yang bermakna (meaningful);

Bahwa setiap keterangan DPR RI yang dikumpulkan
pada tahapan pengumpulan, perlu untuk didiskusikan
dengan pimpinan terkait poin-poin apa saja yang perlu
dimasukan ke dalam infografis dimaksud, agar
substansi dari keterangan DPR RI tersebut tetap
terjaga dan tidak menjadi presepsi yang lain ketika
dituangkan dalam bentuk yang lebih singkat dan padat
(akurasi data).

4. Insight, yaitu munculnya gagasan solusi pada waktu yang

tidak disangka-sangka;

Bahwa infografis merupakan tuntutan  dari
perkembangan zaman, dimana masyarakat saat ini
membutuhkan informasi yang cepat dan ringkas.
Wujud penyampaian informasi yang cepat dan ringkas
dan )mudah diakses dalam bentuk infografis

merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap
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revolusi industri 4.0 sebagai tren yang berkembang
saat ini untuk menggabungkan teknologi otomatisasi

dengan teknologi cyber.

5. Verification and application, yaitu munculnya solusi kreatif
yang bermanfaat yang mencakup upaya mendapatkan bukti
pendukung, persuasi logis, dan bereksperimen dengan

gagasan bara.

Solusi penyajian Keterangan DPR RI dalam bentuk
infografis merupakan solusi kreatif yang bermanfaat
bagi anggota dewan (DPR RI) dan masyarakat, agar
mudah mencerna informasi yang ada pada setiap
Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil
Undang-Undang Terha'dap UUD Tahun 1945.

2. Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan
UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat berdasar Putsan Mahkamah Konstitusi

Sistem hukum tata negara Indonesia mengatur adanya
mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi (UUD
Tahun 1945) pada suatu lembaga peradilan khusus vyaitu
Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa putusan MK yang mengabulkan
seluruh atau sebagian dari permohonan uji materiil undang-undang
berimplikasi pada munculnya tafsir hukum baru atau membatalkan
sebagian atau seluruh materi " muatan yang dimohonkan
pengujiannya terhadap UUD Tahun 1945 oleh MK.

Bahwa penanganan perkara uji materiil undang-undang
terhadap UUD Tahun 1945 adalah salah satu tupoksi dari Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap
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materi muatan undang-undang yang menimbulkan implikasi hukum
baru dari putusan MK perlu diinventarisasi oleh Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, dalam bentuk suatu dokumen atau

produk.

Bahwa Produk Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada sebagai salah satu
output kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
Produk ini berisikan dokumen undang-undang dengan dilengkapi
catatan kaki pada setiap pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan
oleh Putusan MK. Adapun catatan kaki (footnote) tersebut memuat
penafsiran pasal/ayat dan/atau menyatakan membatalkan

pasal/ayat dari suatu undang-undang.

Kondisi saat ini, produk tersebut sebatas melengkapi
dokumen undang-undang dengan catatan kaki seperti yang
dijelaskan diatas. Dirasakan perlu diadakan penyempurnaan berupa
penambahan kajian dan evaluasi pésallayat undang-undang yang
diubah tersebut. Kajian tersebut nantinya bertujuan untuk
membahas implikasi hukum dari adanya putusan MK terhadap suatu
undang-undang dan bagaimana seharusnya tindak lanjut dari
putusan MK yang membatalkan pasal/ayat suatu undang-undang.
Penambahan kajian dalam produk dimaksud, berguna bagi dewan
(DPR RI) sebagai bahan pertimbangan perubahan atau revisi

undang-undang.

Penyempurnaan produk ini dengan kajian hukum merupakan
salah satu bentuk penerapan nilai-nilai komitmen mutu, yakni
menjamin kepuasan pengguna layanan dari Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota dewan (DPR RI). Hal
ini sejalan dengan pandangan Zulian Yamit (2010: 74) yang

menyatakan bahwa sasaran strategis institusi penyelenggara
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pemerintahan adalah kepuasan masyarakat.2 Dalam konteks ini
masyarakat adalah lingkup luas, dan yang lebih sempit dapat
dipersamakan dengan anggota DPR RI karena user atau pengguna
layanan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
adalah anggota DPR RI.

3. Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
(JURPANLAK UU)

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan
juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri. ,Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan
DPR RI adalah pemantauan dan peninjauan terhadap undang-
undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan
Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau

pelaksanaan undang-undang.

Dalam rangka mendukung fungsi Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang yakni pelaksanaan dukungan
pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada dewan (DPR RI),
dirasakan perlu inovasi baru berupa wadah penulisan jurnal hukum.
Adapun jurnal pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud
berisi tentang kajian, analisis, dan evaluasi tentang undang-undang
yang telah berlaku. Adapun output dari JURPANLAK UU nantinya
adalah himpunan tulisan-tulisan hukum dari individu yang turut
berkontribusi dalam pengisian JURPANLAK UU tersebut.

? Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan IlI: Komitmen Mutu, Lembaga Administrasi
Negara RI, 2015, halaman 29.
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Tujuan diadakannya inovasi baru berupa JURPANLAK UU
adalah menguatkan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-
undang yang dilaksanakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang. Analis hukum / analis peraturan perundang-
undangan legislatif (selanjutnya disingkat “analis”) dapat
menggunakan wadah dimaksud untuk menuliskan konsep
pemikiran, membahas masalah/isu hukum, dan rekomendasi hukum
atas undang-undang yang dijadikan objek pembahasan.
JURPANLAK UU juga dapat dijadikan bahan pengetahuan hukum
bagi anggota dewan yang mendﬁkung anggota dewan dalam
melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI. Selain itu, JURPANLAK
UU juga diharapkan dapat melengkapi pertimbangan bagi unit kerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memilih
undang-undang untuk dilaksanakan kegiatan pemantauan
pelaksanaan undang-undang, sehingga dalam melaksanakan
kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ke depannya
sudah ada konse}: yang memudahkan pelaksanaan kegiatan

pemantauan tersebut.

Inovasi baru JURPANLAK UU ini sejalan dengan peran PNS
dalam membangun inovasi pelayanan bahwa inovasi tersebut
haruslah bersifat inklusif, berkelanjutan dan menggunakan sumber
daya lokal. PNS sebagai bagian dari birokrasi berperan sentral
dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan bersifat
dinamis, terus berkembang sesuai kebutuhan dan waktu dimana

pelayanan tersebut dilakukan.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

TABEL 1. TEKNIK ANALISIS USG

ISU |, U|S | G| TOTAL | PERINGKAT

Penyajian Keterangan DPR Rl Atas |5 |4 [3 |12 1
Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 kepada
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masyarakat dan anggota DPR Rl masih
dalam bentuk teks narasi.

Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang |4 |3 |2 |9 2
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat berdasar Putsan Mahkamah
Konstitusi.

Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang- |3 |3 |2 |8 3
Undang (JURPANLAK UU).

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik analisis USG:

a. Urgency

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan
ditindaklanjuti.

b. Seriousness

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat

yang ditimbulkan.
c. Growth

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak

ditangani sebagaimana mestinya.

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

Skor Keterangan Skor Keterangan

1 = Sangat Tidak U/S/G 4 = Besar

2 = Kecll 5 = Sangat U/S/G
3 = Sedang

Isu yang dipilih berdasarkan teknik analisis USG adalah isu yang paling
krusial untuk diatasi, yaitu perihal isu “Penyajian Keterangan DPR RI
Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-
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Undang Dasar Tahun 1945 kepada masyarakat dan anggota DPRRI

masih dalam bentuk teks narasi”.

. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Adapun gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah:
“Penyajian Infografis Keterangan DPR Rl Atas Permohonan Uji
Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun
1945”. Infografis tersebut nantinya akan memuat objek uji materiil,
pokok permohonan, dan pandangan hukum DPR RI terhadap pokok
permohonan yang ringkas, padat, akurat, dan dalam bentuk yang lebih
menarik (gambar, animasi, ilustrasi) agar anggota DPR RI dan
masyarakat luas dapat memahami dengan cepat, tepat, dan akurat dari
isi atau substansi dari setiap Keterangan DPR RI yang dibuat pada
setiap persidangan uji materiil undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Identifikasi Isu

a. Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 masih dalam format formal bernarasi panjang; dan.

~

b. Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat berdasar Putsan Mahkamah Konstitusi.

c. Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (JURPANLAK UU).

Isu Yang Diangkat . Penyajian Keterangén DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undéng-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih dalam format formal bernarasi panjang

Gagasan Pemecahan : Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
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TABEL 2. TABEL KEGIATAN AKTUALISASI CPNS

No. | Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi Mata | Kontribusi Terhadap | Penguatan Nilai |
Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi
1. Konsultasi - Penyampaian konsep | - Dokumen Akuntabilitas: 1. Seluruh rangkaian | 1. Akuntabel
dengan Kepala kegiatan aktualisasi laporan hasil | Pelaporan hasil kegiatan ini Seluruh
Pusat kepada Kapus Panlak konsultasi penyempurnaan konsep mendukung visi kegiatan dan
Pemantauan uuy; konsep kegiatan | kegiatan aktualisasi dan misi unit kerja tahapan
Pelaksanaan aktualisasi merupakan salah satu bentuk yaitu menjadikan kegiatan
Undang-Undang |- Pengerjaan dan dengan Kapus | aspek akuntabilitas yang Pusat Pemantauan dilakukan
penyempurnaan Panlak UU | senantiasa membutuhkan Pelaksanaan dengan
konsep kegiatan selaku mentor; | mekanisme pelaporan. Undang-Undang . pertanggungj
aktualisasi sesuai yang Profesional awaban  yang
arahan Kapus Panlak | - Dokumen hasil | Nasionalisme: dan Akuntabel jelas dengan
uu; penyempurnaan | Menjelaskan kepada mentor dalam memberikan menjunjung
konsep kegiatan | bahwa rancangan aktualisasi Dukungan tinggi prinsip
- Melaporkan hasil aktualisasi ini berorientasi pada Keahlian Kepada transparansi.
penyempurnaan sesuai arahan | kepentingan publik DPR Rl dalam
konsep kegiatan Kapus Panlak | merupakan salah bentuk nilai menyelenggarakan | 2. Profesional
aktualisasi - kepada Uu; dasar nasionalisme. fungsi Seluruh
Kapus Panlak UU Pengawasan yang kegiatan dan
umtuk disetujui. - Dokumen Etika Publik: Aspiratif dan tahapan
konsep kegiatan | Konsultasi dengan pimpinan Akuntabel kegiatan
aktualisasi hasil | juga merupakan salah satu dilakukan
koreksi dan | implementasi dari kode etik | 2. Rangkaian dengan
arahan Kapus | ASN yakni melaksanakan kegiatan ini profesional
Panlak UU. tugas sesuai dengan perintah mendukung misi sesuai dengan
atasan atau pejabat yang unit kerjai yaitu keahlian  yang
- Dokumentasi berwenang. sebagai berikut : dimiliki.
a. Memperkuat
Komitmen Mutu: kelembagaan
Menghargai pimpinan pada Pusat 3. Integritas
L saat berkonsultasi terkait Seluruh ]
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pelaksanaan kerja merupakan Pemantauan kegiatan dan
salah satu nilai dasar ASN Pelaksanaan tahapan
sebagaimana diatur Pasal 4 Undang- kegiatan
UU ASN yang merupakan Undang dilakukan
rujukan utama bagi seluruh sebagai unit dengan nilai-
penyelenggara  pemerintah organisasi nilai  integritas
(aparatur  negara) dalam Badan berupa jujur,
menjalankan  tugas  dan Keahlian DPR adil, tanggung
kewajibannya, karena RI dalam jawab, dan
pelayanan yang diberikan memberikan kerjasama.
aparatur harus merujuk pada dukungan
standar yang ditetapkan keahlian
pemerintah. ‘kepada DPR
RI dalam
Pengumpulan Pengumpulan Dokumen Akuntabilitas: menjalankan
bahan / materi Keterangan DPR atas Keterangan Pengumpulan bahan materi fungsi
pembuatan permohonan uji materiil DPR RI Atas | pembuatan Infografis pengawasan
infografis undang-undang yang Permohonan Uji | Keterangan DPR Rl Atas dan
Keterangan DPR sudah final (sudah tidak Materiil Permohonan  Uji  Materiil pemberian
RI Atas ada perubahan) dan Undang- Undang-Undang terhadap Keterangan
Permohonan  Uji sudah ditandatangani Undang Undang-Undang Dasar Tahun DPR RI di
Materiil Undang- oleh tim kuasa DPR. terhadap 1945 akan bersifat persidangan
Undang terhadap Undang- transparan, tanggung jawab, Mahkamah
Undang-Undang Diskusi untuk Undang Dasar | dan target yang jelas sehingga Konstitusi
Dasar Tahun berkoordinasi bersama Tahun 1945 dapat dijadikan yang
1945 dengan Analis Hukum pertanggungjawaban kinerja. profesional
yang bertanggung Dokumen dan akuntabel
Jawab dalam ikhtisar Komitmen Mutu: Mewujudkan
penanganan perkara eksekutif Koordinasi  Analis Hukum kualitas
pengujian undang- (executive dilakukan secara efektif agar pemberian
undang terkait  di summary) hasil tercapai, secara efisien dukungan
sidang Mahkamah Keterangan dengan waktu yang singkat keahlian
Konstitusi DPR RI Atas | sehingga diharapkan kepada DPR
Permohonan Uiji RI dalm
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Menginventarisasi Materiil menghasilkan mutu yang baik penanganan
executive summary Undang- dalam output yang dihasilkan. perkara
dari Keterangan DPR Undang pengujian
RI atas permohonan uiji terhadap Etika Publik undang-
materiil undang- Undang- Koordinasi bersama Analis undang
undang terhadap Undang Dasar | Hukum lainnya juga terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan dengan teknik UUD Tahun
Tahun 1945 tersebut. komunikasi dan sikap perilaku 1945 yang
Dokumentasi yang baik, taat perintah, profesional,
hormat, dan sopan. tepat waktu,
akuntabel,
Manajemen ASN dan sesuai
= Koordinasi bersama Andlis ketentuan
Hukum lainnya juga dalam peraturan
rangka menciptakan nilai-nilai perundang-
dasar ASN yang bersifat undangan
profesional dalam Mewujudkan
pelaksanaan kinerja. kualitas
analisis
Pembuatan Membuat ikhtisar Dokumen Akuntabilitas pemantauan
infografis substansi Infografis ikhtisar Penyaijian Infografis pelaksanaan
Keterangan DPR RI substansi Keterangan DPR RI Atas undang-
Atas Permohonan Uiji Keterangan Permohonan  Uji  Materiil undang yang
Materiil Undang- DPR Rl Atas | Undang-Undang terhadap profesional,
Undang terhadap Permohonan Uji | Undang-Undang Dasar Tahun tepat waktu,
Undang-Undang Dasar Materiil 1945 merupakan  bentuk akuntabel,
Tahun 1945 Undang- transparansi dan dan sesuai
Undang pertanggungjawaban  Analis dengan
Konsultasi kepada terhadap Hukum selaku pemegang ketentuan
Kepala Pusat Undang- amanah dalam penanganan peraturan
Pemantauan Undang Dasar | perkara pengujian undang- perundang-
Pelaksanaan Undang- Tahun 1945 undang di Mahkamah undangan.
Undang Dokumen (hard | Konstitusi kepada masyarakat
copy) dari | dan Anggota DPR RI.
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Memasukan pokok
informasi dalam
Keterangan DPR RI
Atas Permohonan Uji
Materiil Undang-
Undang terhadap
Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dalam
lembar kerja aplikasi

Konsultasi dengan
Kapus Panlak UU
seldku mentor

Melakukan perbaikan
infografis sesuai
arahan Kapus Panlak
UU selaku mentor

Menyerahkan kembali
hasil perbaikan kepada
mentor (Kapus Panlak
uu)

Infografis
Keterangan
DPR RI
terhadap UUD
Tahun 1945
yang telah
dibuat;
Dokumen
laporan  hasil
konsultasi
Infografis
Keterangan
DPR RI
terhnadap UUD
Tahun 1945
dengan Kapus
Panlak uu

selaku mentor;

Dokumen final
yang telah
diperbaiki
berdasarkan
hasil
pembahasan
dengan mentor
(Kepala
Puspanlak UU).

Komitmen Mutu

Penyajian Keterangan DPR RI
atas Permohonan Uji Materiil
Undang-Undang terhadap
UUD Tahun 1945 oleh Analis
Hukum  dengan  sebuah
inovasi yaitu melalui media
Infografis yang penyajiannya
lebih  efektif dan efisien
menyampaikan informasi
kepada pengguna layanan.

Manajemen ASN

Pengerjaan infografis tersebut
dikerjakan oleh analis hukum
secara profesional.

Etika Publik:
Pelaporan kepada Kepala
Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang
dilakukan dengan komunikasi
yang baik dan dengan
perilaku yang sopan, hormat
sesuai etika yang benar.

Pemaparan Menyiapkan materi Dokumen Nasionalisme:

infografis rapat finalisasi kegiatan laporan  hasil | Bahwa dengan
Keterangan DPR aktualisasi dengan konsultasi dipublikasikannya infografis
Rl di internal melakukan konsultasi Infografis keterangan DPR RI atas
Pusat Keterangan permohonan uji materiil
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Pemantauan
Pelaksanaan
Undang-Undang
dan
penyebarluasan
infografis

dengan Kapus Panlak
UU selaku Mentor,

Melaporkan hasil
konsultasi  perbaikan
sesuai arahan Kapus
Panlak UU  untuk
diperbaiki kembali

sebelum dilakukan
pemaparan kepada
seluruh internal

Puspanlak UU;

Penjadwalan rapat
internal dengan TU;

Memaparkan hasil dari
Infografis Keterangan
DPR RI Atas
Permohonan Uji
Materil UU terhadap
UUD Tahun 1945 yang
telah diperbaiki dan
difinalisasi sesuai
arahan Kapus Panlak
UU ke seluruh internal
Puspanlak UU

Mengunggah infografis
di website dan
instagram  Puspanlak
uu

DPR RI
terhadap UUD
Tahun 1945
dengan Kapus
Panlak uu
selaku Mentor;
Surat Undangan
Rapat

Daftar Hadir
Rapat

Laporan singkat
hasil
pemaparan
sosialisasi
publikasi
Infografis
Keterangan
DPR RI
terhadap UUD
Tahun 1945.

Dokumen
Infografis yang
dipublikasikan
di website dan
instagram
Puspanlak UU

Dokumentasi

undang-undang akan
menginformasikan

masyarakat tentang peran
DPR RI pada saat pengujian
undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi, yang
mana hal tersebut dapat

dikaitkan dengan
implementasi nilai-nilai
nasionalisme.

Kdmitmen Mutu:

Penyajian berupa infografis
merupakan inovasi  yang
efektif dan efisien bagi
masyarakat dan Anggota DPR
RI

Pelayanan Publik:

Guna memenuhi kebutuhan
masyarakat dan Anggota DPR
RI terkait informasi ketentuan
pasal dalam suatu undang-
undang yang pengujiannya
dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi

26




Testimoni Melapor kepada Kapus Dokumen Akuntabilitas:

Infografis Panlak UU terkait hasil infografis Respon balik dari pengguna
Keterangan DPR final Infografis untuk Keterangan layanan pada akhir dari suatu
RI Atas diberikan testimoni DPR RI Atas | kegiatan yang sukses

Permohonan  Uji
Materiil Undang-
Undang terhadap
Undang-Undang
Dasar Tahun
1945

Menyusun
video/dokumen
testimoni

Permohonan Uiji
Materiil
Undang-
Undang
terhadap
Undang-
Undang Dasar
Tahun 1945
yang aKan diberi
testimoni

Video testimoni
manfaat
Penyajian
Infografis
Keterangan
DPR RI
terhadap UUD
Tahun 1945
yang dirasakan

dilaksanakan merupakan
salah satu bentuk
pelaksanaan akuntabilitas.

Etika Publik:

Permintaan  umpan  balik
secara sopan dan santun
merupakan salah satu unsur
dari pelayanan yang
diselenggarakan berdasarkan
kode etik dan nilai dasar ASN.

Komitmen Mutu:

Sasaran strategis institusi
penyelenggara pemerintahan
adalah kepuasan pengguna
dari layanan yang
diselenggarakan. Dalam hal
ini indikator kepuasan dari
adanya Penyajian Infografis
Keterangan DPR RI Atas
Permohonan  Uji  Materiil
Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun
1945 adalah tercermin dari
testimoni yang diberikan.

Pelayanan Publik
Penyajian infografis sebagai
salah satu bentuk pelayanan
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publik kepada anggota dewan
(DPR RI) dan masyarakat,
akan dirasakan dampak
positifnya bagi pengguna
layanan yakni kemudahan
untuk memperoleh informasi
yang ada di setiap keterangan
DPR RI atas permohonan uji
materiil undang-undang
terhadap UUD Tahun 1945.
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BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

TABEL 3. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

KONSULTASI 1. Konsultasi | Kapus 28 Agt 2019 Dokumen

DENGAN Panlak UU Pkl 09.30 laporan
KEPALA PUSAT Pemaparan konsep WiB ditandatangani
PEMANTAUAN aktualisasi Kapuspanlak UU
PELAKSANAAN Penyajian Infografis (Mentor)
UNDANG- Keterangan DPR RI 2. Tanda tangan
UNDANG Atas Permohonan Kapus Panlak
Uji  Materil UU UU pada kartu
Terhadap uubD kendali proses
Tahun 1945. pembimbingan
tanggal 28
Agustus 2019
(terlampir)
3. Foto.
Konsultasi Il Kapus 28 Agt2019 1. Dokumen
Panlak UU Pkl 14.00 laporan
Pengerjaan dan ) WIB ditandatangani
penyempurnaan Kapus Panlak
konsep kegiatan selaku  Mentor
aktualisasi  sesuai (terlampir)
arahan Kapus 2. Tanda tangan
Panlak UU Kapus Panlak
UU pada kartu
kendali proses
pembimbingan
tanggal 28
Agustus 2019
(terlampir)
3. Foto
Coaching Coach 28 Agt2019 1. Foto
2. Tanda tangan
kartu kendali
Konsultasi Il Kapus 29 Agt2019 1. Dokumen
Panlak UU Pkl. 14.00 laporan ditanda
Melaporkan  hasil ' WIB tangani oleh
penyempurnaan Kapus Panlak
konsep kegiatan uu
aktualisasi kepada 2. Tanda tangan
Kapus Panlak UU Kapus  Panlak
umtuk disetujui. UU pada kartu
kendali proses
pembimbingan
tanggal 29
) Agustus 2019
(terlampir)
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3. Foto

PENGUMPULAN
BAHAN /
MATERI
PEMBUATAN
INFOGRAFIS
KETERANGAN
DPRRI

ik

Membuat surat
undangan kepada
Kepala Biro
Pemberitaan
Parlemen Setjen
dan BK DPR RI
dalam rangka
membicarakan
program
penyusunan
videografis “Simas
Panlak uu’,
infografis
“Keterangan DPR
RI", dan infografis
“Kajian, Analisis,
dan Evaluasi

Undang-Undang”
untuk dapat
ditayangkan di
media social DPR
Rl

Pengumpulan
bahan / materi
keterangan DPR RI
berupa naskah final
Keterangan DPR RI
beserta  Executive
Summary
Keterangan DPR RI

Diskusi untuk
berkoordinasi
bersama  dengan
Analis Hukum yang
bertanggung Jawab
dalam penanganan
perkara pengujian
undang- undang
terkait di sidang
Mahkamah
Konstitusi.

Kapus
Panlak UU

Kasubbag
TU
Puspanlak
uu

Puspanlak
u

Analis
Hukum
Puspanlak
uu

29 Agt 2019

29 Agt 2019

29 Agt 2019

1. Foto

2. Foto Copy Surat
Undangan
Nomor
219/Puspanlak
UunVIl2019

1. Foto

2. Foto
berkas
Keterangan
DPR RI

3. Foto
Executive
Summary -
Keterangan
DPRRI

Foto

copy

copy
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PEMBUATAN
INFOGRAFIS

1.

w

Konsultasi | Kapus
Panlak UU

Pemaparan konsep

awal substansi

ikhtisar Keterangan

DPR Rl kepada

Kapus Panlak UU

Coaching Coach

Konsultasi Il Kapus
Panlak UU

Pembahasan

konse substansi

ikhtisar Keterangan

DPRRI

Rapat Koordinasi Kapus
Panlak UU
Koordinator
Bidang di
Puspanlak
uu
Kabag
Pemberitaan
Parlemen

4 Kasubbag

Media Sosial

30 Agt 2019

2 Sep 2019
3 Sep 2019
09.00 WIB

4 Sep 2019
13.00 WIB

1. Dokumen
laporan ditanda

tangani  Kapus
Panlak UU

2. Tanda tangan
Kapus  Panlak
UU pada kartu
kendali . proses
pembimbingan
tanggal 30
Agustus 2019
(terlampir)

3. Foto

Foto

1. Dokumen
laporan di tanda
tangani Kapus
Panlak uu
(terlampir)

2. Tanda tangan
Kapus Panlak
UU pada kartu
kendali proses
pembimbingan
tanggal 3
September 2019
(terlampir)

3. Foto

1. Fotocopy: Surat
Undangan No.
219 /
PUSPANLAK
Uu 7 Vil 7 2019
tertanggal 29
Agustus 2019
(terlampir)

2. Fotocopy
Laporan Singkat
- Rapat
Pembahasan
Videografis dan
Infografis
Produk  Pusat
Pemantauan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Diunggah Dalam
Medsos DPR RI
(terlampir)

3. Foto
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Pemaparan
Infografis di
internal Pusat
Pemantauan
Pelaksanaan
Undang-Undang

10.

11

Mengerjakan
ikhtisar Keterangan
DPRRI

Koordinasi CPNS
Latsar Angkatan Il
bersama BDTI
Konsultasi Il

Melaporkan kepada
Kapus Panlak UU
bahwa Penulis telah
menyelesaikan
Ikhtisar 15 Nomor
perkara, kemudian
dikonsultasikan
kepada Kapus
Panlak UU untuk
mendapatkan
masukan.

Penulis mulai
membuat infografis

Membuat surat
undangan rapat
kocordinasi  antara
Puspanlak uu

dengan BDTI terkait

direktori untuk
upload infografis
dengan
berkoordinasi
dengan Kasubbag
Tata Usaha
Puspanlak UU.
Coaching

Penulis selesai
mengerjakan 10
(sepuluh) konten
infografis dari 10
(sepuluh) nomor
register perkara

Keterangan DPR RI
Menyiapkan materi
rapat finalisasi
kegiatan aktualisasi
dengan melakukan
konsultasi dengan
Kapus Panlak UU
selaku Mentor,

Kapus 30 Agt 2019
Panlak UU
BDTI 10 Sep 2019
09.00 - 10.00
WiB
Kapus 11 Sep 2019
Panlak UU
Kapus 11 Sep 2019
Panlak UU
1. Kapus 12 Sep 2019
Panlak
uu
2. Kasubb
ag TU
Puspanl
"ak UU
Coach * 13 Sep 2019
19 Sep 2019
Kapus 24 Sep 2019
Panlak UU

Foto

Foto

1. Ikhtisar 15
Nomor Perkara
Keterangan
DPR RI
(terlampir)

2. Foto

Foto

1. Foto copy Surat
Undangan
Nomor 226 /
PUSPANLAK
UuU/IX/2019

2. Foto

Foto

1. Foto

2. Print-out
sepuluh konten
infografis

Foto
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Testimoni
Infografis
Keterangan DPR
Rl

2. Melaporkan  hasil
konsultasi perbaikan
sesuai arahan
Kapus Panlak UU
untuk diperbaiki

kembali sebelum
dilakukan

pemaparan kepada
seluruh internal

Puspanlak UU;

3. Penjadwalan rapat
internal dengan TU;

4. Rapat koordinasi

pelaksanaan
aktualisasi pelatihan

dasar CPNS
Puspanlak uu
dengan BDTI.

5. Pemaparan
Infografis di internal
Pusat Pemantauan
Pelaksanaan
Undang-Undang

6. Mengunggah

infografis di website
dan instagram
Puspanlak UU

1. Melapor kepada
Kapus Panlak UU
terkait hasil final
Infografis untuk
diberikan testimoni

Kapus
Panlak UU

Kasubbag
TU
Puspanlak
uu.
1. Kapus
Panlak
uu
Koordin
ator
Bidang
. di
Puspanl
ak UU
3. Analis
Hukum
di
Puspanl
ak UU
1. Kapus
Panlak
uu
2. Koordin
ator
Bidang
“di
Puspanl
ak UU
3. ‘Analis
Hukum
di 5
Puspanl
ak UU

N

Kapus
Panlak UU

24 Sep 2019 Foto

24 Sep 2019 Foto

24 Sep 2019 1. Laporan Singkat
10.00-11.00 2. Foto
WIB

24 Sep 2019 1. Laporan Singkat
11.00-12.30 2. Foto
WIB

Tangkapan layar

(screenshot)

unggahan  konten

infografis

Keterangan DPR R
2 Okt 2019 Foto
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2. Menyusun 1. Kapus 30Sep 2019 1. Foto
video/dokumen " Panlak dan 2. Video Testimoni
testimoni uu 2 Okt 2019

2. Koordin
ator
Bidang
Pemant
auan
Pelaksa
naan
uu

?
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN
1. Kegiatan | - Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus
Panlak UU

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.30
WIB Penulis Melakukan konsultasi/bimbingan pertama kalinya
pada kegiatan Latsar Off Campus dengan Bapak Rudi
Rochmansyah, SH M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang (Kapus Panlak UU) dan sekaligus
sebagai mentor aktualisasi CPNS dari Penulis dalam rangka
penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah

dibuat oleh Penulis.

GAMBAR 1. KONSULTASI PERTAMA KEGIATAN AKTUALISAS| DENGAN KAPUS PANLAK uu
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Dalam  bimbingan tersebut terdapat beberapa

arahan/instruksi dari Mentor yakni:

1) Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro
Pemberitaan untuk upload konten infografis di media sosial
DPR RI dan koordinasi dengan BDTI untuk menyiapkan
tempat upload di website Puspanlak UU

2) Kapuspanlak UU akan mengirimkan nota dinas kepada unit
kerja yang terkait untuk menyelenggarakan rapat koordinasi

pelaksanaan aktualisasi CPNS.

3) Pemilihan keterangan DPR RI diajukan oleh penyusun
aktualisasi sejumlah 15 (lima belas) nomor register perkara
tahun 2017, kemudian dilaporkan kepada Kapuspanlak UU

untuk di revisi

4) Keterangan DPR RI yang dipilih sejumlah 15 (lima belas)
nomor perkara itu masing-masing di rangkum dalam format
word untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan Kapuspanlak
UU mengenai materi substansinya yang akan dimasukan ke

dalam infografis.

Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi
CPNS ini dilakukan untuk menginformasikan perihal rancangan
kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh Penulis serta untuk
memperoleh saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang selaku  mentor guna
menyempurnakan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah
dibuat Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan
mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Akuntabilitas )
Penulis telah menyusun laporan berupa adanya dokumen

rancangan sebagai salah satu aspek akuntabilitas.
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2) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan rasa bertanggung jawab,

hormat, sopan,

dan santun kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

3) Pelayanan Publik

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS

ini, Penulis lakukan dengan waktu yang efektif dan tepat.

b. Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada

Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB
Penulis melakukan konsultasi || dalam kegiatan 1 dengan Kapus

Panlak UU. Dalam konsultasi ini, Penulis mengajukan 15 (lima belas)

nomor register perkara tahun 2017 Keterangan DPR RI Atas

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, untuk di evaluasi oleh Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan rincian sebagai

berikut:

TABEL 4. LIMA BELAS NOMOR PERKARA KETERANGAN DPR RI TAHUN REGISTER PERKARA 2017

No. Nomor Register
Perkara

Undang-Undang Yang Diujikan

1. 6/PUU-XV/2017

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang  Perubahan  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen

2. 7T/IPUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana

3. 11/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang
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15/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

28/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
KUHP

63/PUU-XV/2017

? ]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

68/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

74/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP

78/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak

10.

80/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

i

87/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen

12.

88/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungjawaban Waijib
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

13.

83/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

14.

97/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008
tentang Jalan

15.

102/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan Menjadi Undang-Undang
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GAMBAR 2. KONSULTAS! || DENGAN KAPUS PANLAK UU, PENULIS MENGAJUKAN 15 (LIMA BELAS)
NOMOR REGISTER PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2017

Konsultasi Il dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU

ini bertujuan agar Penulis mengenai substansi apa saja yang

akan ditampilkan dalam bentuk infografis berdasarkan arahan

pimpinan unit kerja. Adapun tahapan kegiatan ini dilakukan

dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1)

2)

3)

Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara
melakukan inovasi guna menciptakan efektivitas dan
efisiensi kinerja serta output yang berorientasi pada mutu
kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
Etika Publik '

Penyampaian dilakukan dengan rasa bertanggung jawab,
hormat, sopan, dan santun kepada Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Manajemen ASN '

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS
ini, ~ Penulis lakukan dengan menjunjung  tinggi
profesionalitas dan nilai-nilai etika profesi guna
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mendapatkan saran/masukan terbaik dari Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

4) Akuntabilitas
Sebagai bentuk akuntabilitas, Penulis meyusun daftar Lima
Belas Nomor Perkara Keterangan DPR RI Tahun Register
Perkara 2017 (Tabel 4). Penulis juga membangun aspek
hubungan yang baik dengan pimpinan unit kerja untuk

menerima arahan.

c. Melaporkan hasil penyempurnaan pengajuan bahan/materi

yang akan dibuat infografis untuk disetujui

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB
dilaksanakan konsultasi Ill dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak
UU (mentor). Bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pengajuan 15 (lima
belas) nomor register perkara tahun 2017 Keterangan DPR RI Atas
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 untuk disajikan infografis tersebut
diubah pengajuannya berdasarkan nomor register perkara tahun
2018. Hal ini dengan pertimbangan agar yang disajikan dalam
infografis adalah data terbaru dan sudah final. Oleh karena itu,
dipilihlah 15 (lima belas) Keterangan DPR Rl Atas Permohonan Uji
Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 nomor register perkara tahun 2018, sebagai berikut:

TABEL 5. LIMA BELAS NOMOR PERKARA KETERANGAN DPR Ri TAHUN REGISTER PERKARA 2018

rNo. Nomor Register Undang-Undang Yang Diujikan
Perkara

15 67/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

2. 80/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

3. 14/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
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3/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan juncto
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomaor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

74/PUU-XV1/2018

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang

94/PUU-XV1/2018

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi

77/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

88/PUU-XVI1/2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

24/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara

10.

15/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan

1

63/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

12,

59/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun

13.

71/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

14.

93/PUU-XVI1/2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

15.

4/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
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GAMBAR 3. KONSULTASI Ill DENGAN KAPUS PANLAK UU, KAPUS PANLAK UU MENGUBAH NOMOR
REGISTER PERKARA PENGUJIAN UU TAHUN 2017 MENJADI TAHUN REGISTER PERKARA 2018

Konsultasi Ill dalam kegiatén 1 dengan Kapus Panlak UU

ini bertujuan berdiskusi mengenai substansi apa saja yang akan
ditampilkan dalam bentuk infografis.'Substahsi ini dirumuskan
Penulis berdasarkan arahan Kapus Panlak UU selaku pimpinan
unit kerja. Adapun tahapan kegiatan ini dilakukan dengan

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1)

2)

Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara
melakukan inovasi guna menciptakan efektivitas dan
efisiensi kinerja serta oufput yang berorientasi pada mutu
kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
Etika Publik '

Penyampaian dilakukan dengan rasa bertanggung jawab,
hormat, sopan, dan santun kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undan_g.



3) Manajemen ASN
Penulis merumuskan substansi dan bentuk infografis

berdasarkan kompetensi Penulis.

2. Pengumpulan bahan/materi pembuatan infografis Keterangan
DPR RI Atas Perméhonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

a. Pengumpulan Keterangan DPR Rl yang sudah final (sudah
tidak ada perubahan) dan sudah di tanda tangani oleh tim
kuasa DPR RI

Pada hari Kamis tanggal . 29 Agustus 2019 Penulis
melakukan pengumpulan bahan / materi keterangan DPR Rl
berupa naskah final Keterangan DPR Rl beserta Executive

Summary-nya (jika ada).



GAMBAR 4. PENGUMPULAN BAHAN/MATERI KETERANGAN DPR RI

GAMBAR 5. NASKAH KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD
TAHUN 1945

Kegiatan pengumpulan bahan/materi ini dilakukan untuk
memperoleh bahan pembuatan 'infograﬁs Keterangan DPR RI,
sehingga output-yang dihasilkan adalah output yang tervalidasi.
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Bahan ini berisikan informasi yang akan dibuatkan Ikhtisar,
sehingga informasi yang panjang dalam Keterangan DPR RI
dimaksud diringkas menjadi informasi yang pendek dan menarik
untuk dipahami tanpa menghilangkan substansi penting dari
informasi tersebut. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan
mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :
1) Akuntabilitas
Tahapan kegiatan ini dilakukan secara bertanggung jawab
dalam melakukan inventarisnya tidak ada yang terlewat
satupun, memiliki kejelasan target guna dapat
melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan yang
telah ditentukan. Kepentingan publik juga menjadi dasar
dilakukannya tahapan kegiatan ini, serta transparan dan
konsisten dalam pengolahan data tersebut.
2) Anti Korupsi
Proses pengumpulan data/bahan materi ini menjunjung tinggi
nilai kejujuran dan tanggung jawab agar data/bahan materi

yang ada dapat tervalidasi dengan baik.

. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum
yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Penulis
berdiskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum
yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian

undang-undang terkait.
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GAMBAR 6. PENULIS BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM
PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU

GAMBAR 7. PENULIS BERKOORDINAS| DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM
PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU
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GAMBAR 8. BERKOORDINAS|I DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM
PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU

B

|
2
|
|

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
yang sama mengenai substansi Keterangan DPR RI dengan
analis hukum yang bertanggung jawab pada setiap Keterangan
DPR RI yang telah dibuat sebe[urhnya. Diskusi dilakukan dengan
mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Etika Publik
Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara sopan
dan menghargai rekan seprofesi guna mendapatkan
pemahaman ,bersama perihal materi info Judicial Review atas
hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2) Komitmen Mutu
Diskusi yang dilakukan secara singkat perihal substansi ini,
dilakukan secara cermat, efektif dan efisien serta
berorientasi pada mutu guna menghasilkan pemahaman
yang cukup mendalam. '

3) Akuntabilitas :
Penulis membangun aspek akuntabilitas berupa hubungan
yang baik dengan rekan kerja untuk mendapatkan
pemahaman yang sama terkait méteri infografis.
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3. Pembuatan infografis
a. Membuat ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR RI

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Penulis
melakukan Konsultasi | dalam Kegiatan 3 bersama Kapuspanlak
UU terkait pemaparan konsep ikhtisar Keterangan DPR RI.
Adapun hasil konsultasi ini adalah Kapus Panlak UU melakukan
revisi pada beberapa bagian dari konsep lkhtisar Keterangan
DPRRI.

GAMBAR 9. KONSULTASI DENGAN KAPUS PANLAK UU PEMAPARAN KONSEP SUBSTANSI IKHTISAR
KETERANGAN-DPR RI

Konsultasi terkait pemaparan draft awal substansi ikhtisar
Keterangan DPR RI ini dilakukén untuk memperoleh Ikhtisar
Keterangan DPR RI terbaik, sesuai dengan arahan Kapus Panlak
UU. Kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai
sebagai berikut.

1) Akuntabilitas
Draft awal Ikhtisar Keterangan DPR RI yang dibuat oleh Penulis
merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikarenakan
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nantinya draft Keterangan DPR RI tersebut nantinya akan
menjadi bahan penyusunan infografis Keterangan DPR RI.

2) Etika Publik ?
Konsultasi ini dilakukan dengan hormat dan sopan kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Melaporkan hasil perbaikan draft awal ikhtisar Keterangan
DPRRI

Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul
09.00 WIB Penulis melakukan Konsultasi Il dalam kegiatan 3
dengan Kapus Panlak UU untuk membahas hasi perbaikan
konsep ikhtisar Keterangan DPR RI dari konsultasi | dalam
kegiatan 3. Adapun rekomendasi pembimbingannya adalah revisi
format dan ubahan pada bebe-rapa bagian substansi ikhtisar
tersebut, kemudian Kapus Panlak UU memerintahkan kepada
Penulis untuk mulai mengerjakan 15 (lima belas) nomor perkara

ikhtisar Keterangan DPR RI sesuai arahan-arahannya.

GAMBAR 10. KONSULTAS| DENGAN KAPUS PANLAK UU MEMBAHAS SUBSTANS! IKHTISAR
KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945
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Konsultasi ini dilakukan untuk membahas secara detail dan
rinci terkait substansi Ikhtisar Keterangan DPR Rl bersama
Kapus Panlak UU selaku pimpinan unit kerja dan mentor penulis,
untuk mengetahui saran dan masukan substansi Ikhtisar
dimaksud, agar 15 (lima belas) Ikhtisar Keterangan DPR Rl yang
dihasilkan memiliki substansi yang benar dan maksimal. Adapun
kegiatan tersebut dengan mengimplemntasikan nilai-nilai
sebagai berikut:

1) Etika Publik

Setiap melakukan tahapan kegiatan berupa

melaporkan/konsultasi kepada Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis  senantiasa

melakukannya dengan hormat dan sopan.
2) Akuntabilitas

Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk

menghasilkan hasil terbaik dalam proses pembuatan

infografis Keterangan DPR RI yang akan menjadi salah satu

produk dari unit kerja.

Bahwa di sela kegiatan pembuatan infografis, sesuai arahan
Kapus Panlak UU pada hari Rabu tanggal 4 September 2019
pada Pukul 13.30 sampai dengan Pukul 15.00 WIB dilakukan
rapat penyusunan Infografis “Keterangan DPR” di Ruang Rapat
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Rapat ini
diselenggarakan berdasarkan arahan Kapus Panlak UU, agar
peserta latsar CPNS angkatan lll Setjen Dan BK DPR RI
berkoordinasi dengan unit kerja yang mengurus TV
Parlemen/Pemb:eritaan dan Media Sosial DPR RI, untuk
mengunggah produk aktualisasi dimaksud pada platform media

yang dimililiki unit kerja tersebut.
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GAMBAR 11. RAPAT PENYUSUNAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR Rl BERSAMA KASUBBAG TV
PARLEMEN DAN KASUBBAG MEDIA SOSIAL DPR RI DARI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Peserta diskusi:

No. Nama Jabatan
1 Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat  Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Kasubag TU Pusat Panlak UU
Poedji Poerwanti, S.H. Analis Kebijakan Pertama
(Koordinator Bidang Pemantauan
Pelaksanaan UU)
4. Hariyanto, S.H. Koordinator Bidang Peraturan
Pelaksana
5. Bayu Setiadi Kasubag Program dan Produksi
(Bagian Pemberitaan)
6. Nita Juwita Kasubag Medsos (Bagian
g Pemberitaan)
Ahmad Ferdiyan Editor
Ganda T. Tumanggor Editor
Antonius Samturnip, S.H. Analis Hukum
10. Rizki Emil Birham, S.H. Analis Hukum
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1.

Anisa Rahimasari, S.H. Analis Hukum

12.

Refaini Hasna Ghassani, S.H. Analis Hukum

US.

Trisuharto Clinton, S.H. Analis Hukum

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoleh poin sebagai berikut:

1.

Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
(Puspanlak UU) yang sudah di unggah (upload) dalam
website puspanlakuu.dpr.go.id antara lain adalah SIMAS
PANLAK UU, Keterangan DPR RI, dan Kajian Analisis dan
Evaluasi UU.

Produk Puspanlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi
yang dapat diakses oleh Dewan, pegawai Setjen dan BK DPR

RI maupun masyarakat pada umumnya.

Produk keterangan DPR RI| sudah disusun dalam bentuk
infografis dan akan di-unggah dalam media sosial DPR RI.
Konten infografis Keterangan DPR RI disusun oleh penyusun
(analis hukum) dan dapat diedit (redesign) oleh Bagian media
Cetak dan Media Sosial dengan tidak mengubah isi substansi

konten infografis dimaksud.

Adapun masukan dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial
pada tampilan infografis Keterangan DPR RI| akan ditambah
template bingkai foto sesuai standar unggahan yang berlaku

pada media sosial DPR RI.

Rapat bersama bagian Pemberitaan Parlemen ini bertujuan

bahwa nantinya setelah kegiatan Latsar CPNS berakhir, output
infografis Keterangan DPR RI| yang dihasilkan dari kegiatan
Latsar CPNS yang sedang dijalani Penulis ini menjadi output
kinerja Puspanlak UU yang diunggah dalam media sosial DPR
RI (Instagram DPR RI) agar masyarakat dan khususnya anggota
DPR RI lebih mudah tersosialisasi mengenai setiap pandangan
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hukum DPR RI pada perkara pengujian undang-undang terhadap
UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai

sebagai berikut: }

1) Akuntabilitas

2)

Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk
menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi
salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang
akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

Manajemen ASN

Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan
profesionalitas dari Penulis untuk menyusun materi yang
akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan
dari Biro Pemberitaan Parlemen dan pimpinan serta analis
hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

2

. Pengerjaan 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan

hari Rabu tanggal 11 September 2019 Penulis mengerjakan 15

(lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI dari nomor perkara yang

telah disetujui oleh Kapus Panlak UU.
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GAMBAR 12. PENGERJAAN IKHTISAR KETERANGAN DPR RI

Pembuatan lkhtisar ini bertujuan untuk memudahkan

Penulis memasukan informasi yang tepat dan akurat pada

infografis Keterangan DPR RI. Kegiatan ini telah

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1)

2)

Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung
jawab untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus
Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi
informasi yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi
penting dalam 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan
DPR RI tersebut.

Manajemen ASN

Dalam mengerjakan |khtisar Keterangan DPR Rl ini
dibutuhkan profesionalitas dari Penulis yakni keahlian di
bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan
Kapus Panlak UU. .
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d. Melaporkan penyelesaian 15 (Iii'na belas) ikhtisar Keterangan

DPR RI kepada Kapus Panlak UU

Rabu, 11 September 2019 Penulis melakukan Konsultasi ll|
Kegiatan 3 untuk melaporkan . bahwa Penulis telah
menyelesaikan Ikhtisar 15 Nomor perkara, kemudian
dikonsultasikan kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan
masukan. Adapun dari konsultasi ini adalah Kapus Panlak
memberikan arahan untuk mengubah jumlah Ikhtisar Keterangan
DPR Rl yang awalnya dibuat 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan
DPR RI, menjadi 10 (sepuluh) Ikhtisar Keterangan DPR RI yang
dipilah-pilih berdasarkan isu hukum yang menarik. Arahan ini
diberikan Kapus Panlak UU dengan pertimbangan bahwa Penulis
memiliki beban kerja yang cukup banyak di luar kegiatan
aktualisasi pada unit kerja dan juga untuk menjaga kualitas output

aktualisasi yang lebih maksimal.

GAMBAR 13. PENULIS MELAPORKAN PENYELESAIAN IKHTISAR 15 NOMOR PERKARA KETERANGAN
DPR RI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pelaporan penyelesaian ikhtisar Keterangan DPR Rl ini
dilakukan agar Kapus Panlak UU rﬁengetahui hasil pekerjaan
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Penulis. Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai

sebagai berikut :

1)

2)

Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung
jawab untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus
Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi
informasi yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi
penting dalam 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan
DPR RI tersebut.

Manajemen ASN

Dalam mengerjakan |khtisar Keterangan DPR RI ini
dibutuhkan profesionalitas dari Penulis yakni keahlian di
bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan
Kapus Panlak UU.

. Pembuatan 10 (sepuluh) ikhtisar Keterangan DPR RI dalam

lembar kerja aplikasi pembuatan infografis

Setelah ikhtisar disetujui oleh Kapus Panlak UU, pada hari

yang sama yakni Rabu tanggal 11 September 2019 Penulis mulai

mengerjakan  infografis Keterangan DPR Rl dengan

menggunakan bahan ikhtisar Keterangan DPR RI yang telah

selesai dan disetujui oleh Kapus Panlak UU.
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Adapun kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai

sebagai berikut:

1)

2)

Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung
jawab untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah
menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang
akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

Manajemen ASN

Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan
profesionalitas dari Penulis untuk menyusun materi yang
akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan

pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Melaporkan penyelsaian 10 (sepuluh) infografis Keterangan
DPR RI

Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019

Penulis menyelesaikan infografis Keterangan DPR RI dari 10

(sepuluh) nomor perkara pengujian UU terhadap UUD Tahun
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1945 dan melaporkannya pada Kapus Panlak UU untuk
mendapatkan masukan. Adapun Kapus Panlak UU
mengapresiasi infografis dimaksud karena telah sesuai dengan
arahan karena tampilannya menarik dan mudah dipahami tanpa
menghilangkan substansi penting dari setiap Keterangan DPR
RI.

GAMBAR 14. PENULIS MELAPORKAN HASIL PEKERJAAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI

Kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab profesional Penulis
terhadap pimpinan dari setiap penugasan yang diberikan.
Adapun kegiatan ini mengimplemeﬁtasikan nilai-nilai sebagai
berikut:

1) Akuntabilitas

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan
ini yaitu target berupa tercapainya tujuan dihasilkannya
infografis yang terbaik

2) Etika Publik

Pelaporan disampaikan dengan hormat dan sopan kepada
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
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agar tercipta hubungan yang baik diantara penulis dan

pimpinan unit kerja selaku mentor
3) Komitmen Mutu

Melaporkan hasil pekerjaan merupakan pertanggung
jawaban secara vertikal kepada pimpinan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban
horizontal kepada masyarakat perihal Keterangan DPR RI
Atas Permonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945,

guna memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja Penulis.

4. Pemaparan infografis Keterangan DPR Rl di internal Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Penyebarluasan

Infografis
a. Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak UU

Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 bersamaan
dengan pembuatan surat undangan koordinasi antara Puspanlak
UU dengan BDTI terkait direktori untuk upload infografis, Penulis
berkoordinasi dengan Kasubbag TU Puspanlak UU untuk
menjadwalkan rapat dengan internal Puspanlak UU. Adapun
rekomendasi dari Kasubbag TU Puspanlak UU adalah rapat
internal diselenggarakan setelah rapat bersama BDTI selesai
pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 10.00 WIB.
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GAMBAR 15. KOORDINAS|I DENGAN KASUBBAG TU PUSPANLAK UU UNTUK PENJADWALAN
RAPAT INTERNAL PUSPANLAK UU

Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar
pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan
Kasubbag TU yang bertugas menyiapkan jamuan rapat dan
pertanggung jawabannya. Adapun kegiatan ini
mengimplementasikan nilai Etika Publik yakni koordinasi
tersebut dilakukan dengan hormat dan sopan kepada Kasubbag
TU.

. Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BDTI terkait
pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS

Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019
diadakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi pelatihan
dasar CPNS Puspanlak UU dengan BDTI| pada pukul 10.00
sampai dengan Pukul 11.00 WIB. Adapun peserta rapat tersebut

adalah:
1) Pranata Komputer Madya

2) Analis Hukum
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3) PPNPN Analis Hukum

GAMBAR 16. RAPAT KOORDINASI BERSAMA BDTI

GAMBAR 17. RAPAT KOORDINASI BERSAMA BDTI

Pembahasan:

1) BDTI menyampaikan bahwa sudah dibuat subdirektori
Infografis di website Puspanlak UU yang masuk di menu
“Produk”;
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2) BDTI menyampaikan bahwa sudah menyediakan tempat
sekaligus mengunggah Simas Panlak UU di website
Puspanlak UU dan website Badan Keahlian DPR RI;

3) Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu

infografis yang terpisah dari menu “Produk”.

Rapat ini bertujuan agar pada website Puspanlak UU
disediakan tempat tersendiri untuk upload infografis, dengan cara
berkoordinasi dengan pranata komputer BDTI selaku pihak yang
berwenang dan berkompeten mengubah tampilan website di
lingkungan DPR RI. Rapat ini telah mengimplementasikan nilai-

nilai sebagai berikut:

1) Etika Publik
Hormat dan sopan dalam berkomunikasi ketika
berkoordinasi dengan unit kerja lain yang mengikuti rapat ni.

2) Nasionalisme
Rapat ini bertujuan agar masyarakat mudah mengakses
informasi yang tersedia dalam infografis Keterangan DPR Rl
yang dibuat oleh Penulis, sehingga hal ini menjadi salah satu
bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud cinta
tanah air yang dilakukan Penulis.

3) Akuntabilitas
Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk
partisipasi dari peserta rapat dalam program aktualisasi

Penulis.

. Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU

Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 24
September 2019 berdasarkan arahan Kasubbag TU pada
tanggal 12 September 2019, setelah rapat Bersama BDTI selesai
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dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan rapat pemaparan
aktualisasi Latsar CPNS Puspanlak UU yang salah satunya
dipaparkan adalah aktualisasi Penulis kepada internal Puspanlak

UU. Adapun peserta rapat tersebut adalah:

1) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU
2) Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU

3) Analis Hukum

4) PPNPN Analis Hukum

GAMBAR 18. PEMAPARAN HASIL KEGIATAN AKTUALISASI PENULIS KEPADA INTERNAL
PUSPANLAK UU

Pembahasan:

1) Pemaparan ’internal dimulai dari presentasi CPNS Sdr.
Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi “Penyajian
Infografis mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang”. Adapun yang bersangkutan

mendapatkan masukan dari analis hokum, antara lain:

a) Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran

dalam infografis data naraéumber;
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b) Perlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase

grafik infografis data narasumber;

c) Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan
dalam memuat informasi yang terdapat dalam infografis.

Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan
judul aktualisasi “Penyajian Infografis Keterangan DPR RI
Atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945”". Adapun yang
bersangkutan mendapatkan masukan untuk mengubah

redaksional “a quo” menjadi sesuai dengan pasal yang diuji.

Pemaparan ;ii!anjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan
judul aktualisasi “Videografis Simas Panlak UU”. Adapun
yang bersangkutan mendapatkan masukan  untuk
menyisipkan redaksi “apabila terdapat undang-undang yang
tidak implementatif atau efektif atau sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan hokum masyarakat dalam videografis
Simas Panlak UU.

Kesimpulan dari rapat ini adalah setelah sosialisasi

dan perbaikan dilakukan oleh para peserta Latsar Puspanlak UU,

output dimaksud akan diupload secepatnya pada website
Puspanlak UU, media sosial Puspanlak UU, dan media sosial
DPR RI (berkoordinasi dengan bagian Media Sosial DPR RI).
Dapun rapat ini-telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai
berikut:

1)

Etika Publik
Hormat dan sopan dalam berkomunikasi ketika
menyampaikan/mempresentasikan program akualisasi CPNS

kepada peserta rapat.
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2) Nasionalisme
Kesempatan’ untuk bertanya dan memberikan saran dari
peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan tidak membeda-
bedakan/tidak diskriminatif sehingga seluruh peserta rapat
dapat melakukannya.

3) Akuntabilitas
Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk
partisipasi dari peserta rapat dalam program aktualisasi
Penulis dan Penulis menuangkannya dalam laporan singkat

rapat.

d. Mengunggah (upload) infografis Keterangan DPR RI pada
website dan media sosial (instagram) Puspanlak UU

Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Penulis
mengunggah infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji
Materiil UU Terhadap UUD Tahun 1945 pada website dan media
sosial instagram Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang.
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GAMBAR 19. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA
WEBSITE PUSPANLAK UU
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GAMBAR 20. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA
WEBSITE PUSPANLAK UU
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GAMBAR 21. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DFR RI PADA
WEBSITE PUSPANLAK UU |
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GAMBAR 22. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA MEDIA

SOSIAL (INSTAGRAM) PUSPANLAK UU
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Kegiatan pengunggahan infografis Keterangan DPR Rl ini
merupakan bentuk pertanggung jawaban Penulis, untuk
memberikan informasi dan data yang akurat dan mudah
dipahami oleh Anggota DPR RI dan masyarakat. Pelaksanaan
kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai Akuntabilitas sebab
kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk
menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah
satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah

satu produk dari unit kerja.

5. Testimoni Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji
Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun 1945

a. Melakukan perekaman video testimoni dari pimpinan unit
kerja J
Pada hari senin tanggal 30 September 2019 Penulis
melaporkan kepada Kapus Panlak UU perihal finalisasi hasil
infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil
Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945, setelah itu
dilanjutkan dengan perekaman video testimoni dari Bapak Rudi
Rochmansyah, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang mengenai pendapat dan komentar

beliau terkait pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan Penulis.
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GAMBAR 23. PENULIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KAPUS PANLAK UU SEKALIGUS MENTOR
PENULIS

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019
Penulis merekam video testimoni dari Ibu Poedji Poerwant,, S.H.,
M.H., selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang mengenai infografis Keterangan DPR FEl atas
Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945.

GAMBAR 24. PENULIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KORBID PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
DENGAN DIBANTU OLEH REKAN ANALIS HUKUM
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C. STAKEHOLDER

Pembuatan video testimoni tersebut berjalan dengan

lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahapan

kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nilai Etika Publik

yang mana pengambilan video tersebut, penulis melakukannya

dengan sopan dan hormat dengan pada pihak yang terlibat agar

proses tersebut dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Adapun pemangku kepentingan atau stakeholder dari pelaksanaan

aktualisasi ini adalah:

i

7l

3.

TABEL 6. PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER DARI PELAKSANAAN AKTUALISASI

Internal

Internal

. Eksternal

Kepala Pusat
Pemantauan
Pelaksanaan Undang-
Undang

Analis Hukum di Pusat
Pemantauan
Pelaksanaan Undang-
Undang

1. Peneliti di Pusat
Penelitian

Sekretariat Jenderal -

dan Badan Keahlian
DPRRI

2. Perancang Undang-
Undang di Pusat
Perancangan
Undang-Undang

Selaku mentor dan pimpinan yang
berwenang memberikan persetujuan

'setiap output pekerjaan yang dihasilkan

Pusat  Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang

1. Penyusunan Keterangan DPR RI
merupakan tugas dan fungsi analis
hukum di Pusat Pemantaua<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>